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Peruohon dengan ini mengt^jukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamali
Konstitusi menguji Norma Pasa1 59 ayat (4) hurufc, Pasa1 61 ayat (3), pasa1 62, pasa1 80,
Pasa1 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1,101r^or 2 Tallun 2017
Tentang Perubalian Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Organisasi
Kernasyarakatan (Leii^baran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 188,
Tainbahan Lembaran 1.1egara Republik Indonesial, Tomor 6084, ) Tarhad"I Pasal I ayat(3),
Pusa1 22 ^yat (1), Pusa1 281 ayat (1) dan Pusa1 280 ayat (1) Dadang - U^hang Danar
Negara Republi}t Indonesia TallLID 194,5.

Sebeluni malangkah untuk sampai kepada petiturn permohonan inI, izinkanlah
Feinohon tintuk tenebih dahulu secara sistematilt menguraikan: (1) Hal-hal yang terkait
dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan meinutus perkara
pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; (2)
Hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum atau "legal standing" Pemohon yang
menerangkan adanya hak-hak konstitusional Peruohon yang diberikan o1eh Undang-
Undang Dasar 1945 yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan untuk diuji; (3) Hal-hal yang terkait dengan argumentssi yuridis yang
chi^jukan Pemohon sebagailandasan untuk mengajultan petitum dalam permohonan ini;
dan (41) Itesimpulan Permohonan, sebagaiberikut:

I'M^I KONSTITUSI BER\;VENANG UNTUK
lvlENGADILIDAT. I ^^IEMUTUSPERMOHOl. TANINl

I. Ballwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk malakukan pengujian atas Norma Pasa1 59 ayat
(+) buruf c, Pasa1 61 ayat (8), pasa1 62, pasa1 80, Pasa1 82 A, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tallun 2018 Tentang Organisasi Kernasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6084!) Terhadap PasalI ayat(3), Pasa1 22 ayat(1), pasa1 28 I
ayat (1) dan Pasa1 280 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 194^5;

2, Ballwa I:etentuan Pasa1 2+C ayat (1) DUD 19415 menyatakan "Mahk@in@ft Koizstz'tarsi
bame?tang nung@din?@d" tingkatperming dan terakhiryang partzrsa?layc bars^';ztf?141 anti, k
me?387,717,734a?ag-247ad@?tg irk@da? Und@?ag-Ditch?ag DCsar", Pasa1 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang I^To 24^ Tabun 2008 tentang Mallkarna}I Konstitusisebagaimana telali
diubah dengan Undang-Undang 1.10 8 Tabun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang 1.10 241tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama,
yakiii menyebutkan Mallkama}11<0nstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat
pertaina dan terakliir yang putusannya bersif^. t final, antara lain "..."28,287,71 I, add?Ig-
2471d@?Ig tarh@da? Dada?Ig-072d@?ag Das@r Nqgar@ R4j)t, 61^^ 171do"esi" T"ht, ?I 1945'.
Penegasan serupajuga dikemukakan o1eh Undang-Undang I^10 +^8 Tallun 2009 tentang
Peradilan Urnum yang menyatakan "Mahk@"inh Ko"stit"si bettae?laitg me"84thIf fad"
tingk@t pert@"^ don terathir Jong PI, hag"^, a bars^?It fan! tint"k" antara lain "mmgz, if
24nd"?zg-tint^271g tarh@of a? Unda7tg-Ditch"g Das@r Neg@r@ R!^, Ifbfik 171do?zestti Tahtt?z 1945".
Sementara ketentuan Pasa1 9 ayat (1) Undang-Undang N0 12 Tabun 2011 tentang
Perubentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Damm hatst!"tar Ditch?Ig-

lvlE^IERIKSA,
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Ditch?ag did34g@ belie"toreg"?I donga?a 071d@?, g-073da7zg Dustzr N^g@r@ R4it, 61^^ 172do?testlz
Tatz, ?I 194-5, pangz, nanny" drink"haft o12h Mahk""toh K0?1stI'tarsz";

3. Bahwa ketentuan pasa1 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tabun 19+5 menyatakan
"Dafum hat ihz, !@! kege"tz'?Iga?a yang mum@ks@i Preside?a barhak nametq?kan per@fur@"
paneri?amh $864g"ipe?28g"?It2'147tda?ag-I, "of"?Ig". Pasa1 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang
1.10mor 12 Tallun 2011 Tentang Perubentukan Peraturan Perundang-Undangan
menyatakan '17'873is d@?I Hier@rkz' Per4t, ,7473 Peru?ada?Ig-072d"?Iga?a forthh' dins : c . Und@?zg-
07,427zg I Per@terra?I Pemeri7zt@ft Pangga?Itz' Und"?Ig-071d"?Ig. ..". Ketentuan tersebut
menunjukkan ballwa, sebagai norma kedaruratan, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang~Undangmeirxilikikedudukan yang s(^it^jar dengan undang. undang;

a, . Ballwa Mahkama}} Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor sekian 1881PUU-
VIT/2009 pada halaman 20 Mahkamah menegaskan berwenang Menuji Perpu dimana
dikatakan "PalOt, meldhirk"?I 720r?7/@ fit, turn dan $864g"i nonn" ht, twin ban, aka?I ofqj, @t
muftimbt, Main. : (4) St@tars ftt, kz, in ban4, (6) ftt!buffg"?Z fit, kt, in 6,714 d"?I (;c) akzbat 2Z ht, kitm ban,
Nom!a fit, tarm tersebt, t Ichir s^Ink Pel^I, dts@hka?a d@?I 72,326 dan 7207"in huhtm tersebt, t
targa?It2472g kt^lad" ferrett{11,473 DPR 1472t!4k namerz}?34 at@If namol@k 7207m@ ht, turn Penit!,
namt, ?I demikzlz?I $868!"in add^IC 1873dq?"t DPR 7472tz, k me?10/@k at@I, me?Zy8tt{IIJi Pel^I, , 720ntt"
barkt, in tersebz, t addlah s"h 4273 bathtt, $<^lefti U?tda?zg-U?Id@?Ig. 018h kareiz" d@?"t
matz}?26"Ika?a 007m@ hull, in yang kekt, din?I meregz'fomy@ san^ dong"?a Unda?18, -U?Ich?Ig maim
forhadap morn^ Jailg tordap@t dafum Perlz, tersebt, t Mahkam@h dq?"t meregt, 71 c#"Ich
687te?!torega?t $800r@ madami!dong"73 DUD 1945, ..";

5. Ballwa Berdasarkan uralan angka I sampai 4! di atas, inaka Pemohon dapat
menyimpulkan Mahkama}I Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini pada tingkat pertaina
dan terakhir yang putusannya bersif^. t final.

11. PEMOHOt. ! I^^^^ULIKI ItEDUDUKAN IruKUM

11^IENGAJUKAN PERMOHOl. IANINl

I. B^hw^ Pus^I 51 ^yat (1) U, dang-Undang N. 2* Tanun 2003 rentang Madkamal,
Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adala1}'11/2'flaky@?28
mmg@?Igg4^ h@k d@?!/@tau larvala?ag@?I koirstz'hat'oital?cy@ azfugz'kan o12h berthkt, ^, a 2472d@?18'-
I, ?Id"?Ig" yang dalam hurufc menyebutl{an "bada?I ht, lampt, 61^^ dint, ?rift, af', Seranjutnya
dalam Penjelasan atas Pasa1 51 ayat (1) undang-undang @ 9240, disebutkan ballwa yang
chinal{sud dengan hak konstitusional" adalah "halt-halt yang chatur dalam Undang.
UndangDasarl. legara Republik IndonesiaTahun 19415";

2. Ballwa Yurisprudensi Tetap Mahkama}I Konstitusi sebagaimana tertuang aa}am
Putusan 1.10 0061PUU-1/1/2005 jo Putusan N0 1/1PUU-V/2007 dan putusan-putusan
seranjutnya telah memberikan pengertian dan batasan komulatif tentang apa yang
dimaksud dengan "ken, gz'473 k0?1stitI^foreaZ' dengan berlakunya suatu norma undang-
undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Feinohon yang diberikan aleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tallun 19415; (2) Bahwa halt konstitusional
tersebut dinnggap oreh Feinohon telah dirugikan o1eh suatu undang-undang yang diuji;
(3) Iterugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersif^. t spesifik (khusus) dan
alctual, atau setidak-tidakiiya bersifat potsnsial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan tenadi; (44) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara Icerugian dan berlakunya undang~undang yang dimohonkan untuk dinji; dan (5)

(LEGAL STANDING)
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Adanya kernungkinan ballwa dengan dikabulkannya permohonan, inaka kerugian
konstitusional yang didalitkan tidak akai} atau tidak lagiterjadi;

S. Ballwa sebagai badan hukum perkurnpulan sebagaimana dimaksud pasa1 51 ayat (1)
hurufc UU MK (EUktiP-I), Peruohon menxiliki hak-halt konstitusional yang diberikan
dan dinndungi o1eh Undang~Undang Dasar 1945 yakiii herbal inituk mendapatlcan
kepastian hukum untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi Peruohon, termasuk
pula perlakuan yang setara dan negara sesuai dengan prinsip "dare?rocess 9114zei' atau
"proses peradilan yang benat. , f^. ir dan adjl" dimana segala tuduhan pelanggaran hukum
yang di alamatkan kepada siapapun warga negara mestilah diproses secara benar, fair
dan adjl dengan mengedepankan prinsip prad11ga tidak bersalah (j, rest, in?trim off?273tse?ace)
dimana;

a, . Bahwa Feinerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2013 Tentang Organisasi
Kernasyarakatan, dimana pasal-pasal yang diberlakukan dalam perpu tersebut seara
hangsung melanggar halt konstitusional Peruohon. Pasa1 59 ayat a, buruf c menyatal{an
"On""S of 21,747tg 7718"gaitt44 nunge"26@?Igk@?z, $8rt@ amity86@rk@?z ,!1/1/47z 12t@34 PCham y@?ag
687te?tm?Ig@?a deng@?3147/6aszld'. Frasa kata "menganut" dalam pasal tersebut tidalt hanya
merugikan Feinohon, namun bankan juga salaruh warga negara Republik Indonesia
karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan datam bentuk
tindakan, meIaikan sekedar pikiran sa, ja sudah dapat dipidana. Hal inijelas memasung
setiap warga negara untuk bebas berfikir, di saat konstitusi kita bahkan tidalt hanya
sekedar menjaimn kebebasan bertikir, namun mengeluarkan pikiran itu juga telah
d^aimn;

5. Ballwa pelanggaran halt konstitusional Peruohon semakin menjadi ketika Pemerintah
juga mengundangkan ketentuan pasalyang meinungkinkan Menterimemberikan sanksi
adrninistratif yang tanpa memerlukan proses hukum yang cukup untuk itu. Pusa1 61
ayat (3) menyatakan "Sanksi, 4dmi?listr@t;fseb@goring"" damak$24d dafump"sal 60 dyad (2)
dq?at bam?" .. (@) Pmcabt, ton surut fretsrmzga?I teld, ^finr o18ft Matter4. amI, (6) Pan@ham?t
Status bad"?a hitkt, in o18h file?zteriy, 2728 manye!errggar@tare 147"sail namera'?link@?a di 62d"?zg
fit, kt, in dam flak asasz' mantisi@". Ketentuan ini meinungkinkan negara untuk bertindak
sepihak dalam menentukan sebuah perkumpulan I organisasi massa bertentangan
dengan pancasila dan kernundian hangsung dapat mengambil tindakan sanksi
pencabutan keeterangan daftar dan bankan mencabut status badan hukum yang telah
diberikan tanpa perlu memberikan kesempatan haltjawab kepada organisasitertuduh;

6. Ballwa ketentuan penjat11han sanksisepihak itu semakin diperparah dengan berlakunya
pasa1 62 Perpu 2120/7 ayat (1) menyatakan "Pen'?zgat@?I Term!is $86"g@jin@"" dim"k$14d
dafum pusa1 67 q), at (1) hidrt;14 diberik@?a h@?!)I@ I (satt, ) kan darnmjtz"gk@ teaktz, 7 (tt!1'24ft)
frankei71zs^I'@k tomgg@Ithforbz^kg?alert^Ig@init", ayat (2) menyatakan "daiam halorm@s nthk
ringingtarhz' for2'73g@tare termlts datam I'd?zgk" wattt, 3864g@inn?za drift'4,723z, of pad" q), at (1),
Matteri c{"?I ring"ten .}1,372g manye!873gg"I@k@?z tinrsa?I pennyz'?It"han di hid"?Ig ht, k:Jin chit h"k
as"si mufftt$2'" $8s!, ai dB?Iga?a frete}gild?Ig@?a 70^^@ may12tz, Man scatsi?873ghe?Itz'@?a k^gt'"tore". Ayat
(8) menyatakan "dafum to! orm@s tz'of ak namatz, his@"hipe?Ighe?It2471 k^gt'at273 setogaz'inane
dramksz!digd@ a.y@t (2) Me?Ite?'i of 473 Matterz'yd7zg mmye!e"ggar"font4n, sa?ape"termt@han di
62'dareg hith, in dare hat ascsi 773@?jusi@ $8st, @z' deftg@?I terrierlang"?I ^y@ meldkz, kan nomadttt@?a
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$247@t kgte, rang@?I terd"1227 @tow fom@614t@?I status bad"73 fit, kz, in", yang mana ketentuan
tersebut juga melanggar jawab organisasi tertuduh untuk terlebih dabulu
menyampaikan buktisebaliknya untuk menjawab tudu}Ian pemerintah. Hitangnya hak
jawab itu adalah sebuah kesewenang-wenangan atas hak asasiPemohon;

7. Bahwa kesewenangan - wenangan semakin menjadi ketika konsekuensi pencabutan
badan hukuin sebagaiinana diattir dalam pasa1 61 dan 62 meinbawa konsekuensi
perububaran organisasi secara otomatis, halini sebagaimana pasa1 80 A menyataltan
"Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasa1 61 ayat (1)
hurlf c dan ayat (3) buruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan
Pemeriritah PenggantiUndang-Undangini". Berlakunya pasalinimelanggar dare?rocess
91nzzu yang heriar karena negara mengainbil anh kewenangan hakim menjatuhkan
hukuman bukan meIaiui sriatu proses peradilan yang benar melainkan meIalui teks
normaundang-undang;

8, Ballwa Terak}lit, pengenaan sanksipidana kepada anggota ormasjuga tarut malanggar
hak Peruohon yang berhak atas proses peradilan yang I^. ir karena para anggota ormas
yang dibubarkan dapat pala dikenakan pidana yang inaksimal tanpa proses yang fair.
Hal ini sebagaimana pasa1 82A ayat (1) menyatakan "setz'q^ or@?tgy@?ag namjtzdz' dinggot"
4,731at@I, pangt, r"s orm, Is y"?Ig 4873g"?, $873gqjtz 4272 sec@r@ tongst, ?Ig at@14 tz'dak initgsz, ?Ig
melongg@r kete?ItI'd?z setog@z'inane dramkst, of dafum pusa! 59 4!^, at (3) han{I'c dare fun^Id
dz?ida?14 deng@?t I, zda?24 fagi^74 Ichg slitgkat 6 (Bream) 63,127t don fahg lama I (s@fu)
tofu?I", ayat (2) menyatakan " setz'q? omitgya?Ig amitzdzt!"ggota don/at@upongt, my Qini@s
ya?Ig deng@?I $872gc^itz chit sec@74 laitgsting dint, tz'd"k laitgst, ?ag 7738/4?Igg@r kataztz, @?a
setog@zinc"@ dz^"had darnm pas^I 59 47^at ^ hall^I@ dan haft^j"b chit q},@t (^) d^tag?IC
deftg@?I 12th"a I^mybra sarint, r hidt4, atom nidan@paytrr" pathg $273gk@t 5 (bind) tofu?a don
Ich^28 lama 20 (damp"!tth) tofu?a", ayat (8) menyatakan "satin7z?ida?34/6e?37^in $86g@inane
dim@k$24d fada (!}, at (z) yc?28 betsa?agk"ton chiz?ream dejaga?a ?211@?z@ tomb"han $006g@jam?I@
digtt, r darnm?Bratz, 74,218,747zd"?ag-I, "danga?z?21i@"d';

9. Ballwa atas berlakunya kesemua pasal di atas yakiii Pasa1 59 ayat (+) hurufc, Pasa1 61
ayat (3), pasa1 62, pusa1 80, Pasa1 82 A, Peraturan Feinerintah Pengganti Undang-
Undang I^Tornor 2 Tahun 2017 Tentarig Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tallun 2013 Tentang Organisasi Kernasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 608+), half konstitusional Feinohon yang dilanggar karena sebagai
perkuinpulan, Pemohon dapat kapan sa, ja dan secara septhak dialamatkan tuduhan
tertentu dan d^atuhkan sanksi adimnistratif dan diproses pidana tanpa kesempatan
untuk meinbela dinsecara cukup, padahal Negara kita mengaku sebagaisebagainegara
haltum dimana konsekuensilogis dan dinyatakannya Negara Republik Indonesia
sebagai^, legara HtLkum adalah jika setiap orang ataupun badan hukum dinyatakan
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mala inaka negara berkewajiban
inituk menjarnin diterapkannya asas pemeriksaari yang benar, adjl, finr dan berimbang,
agar halt-halt asasiseseorang tenainin daiam salaruh proses penegakan bilkurn tersebut;

10. Ballwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka I sampai
dengan 12 di atas, inaka Pemohon herkesimpulan, Feinohon menitliki kedudukan
hukum atau legal sin?adj"guntuk menga, jukan permohonan inI
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111.

111.1

ERGUlvmNTASIYUruDIS

FORMALITAS ^^musRBITKAN PEERU TmAK MIElvlE^in ALASAN

I^CENTI}, IGAN ^^ERMAKSA

I. Ballwa sebagai konsekuensi menjaga keseimbangan kedudukan antara Iembaga negara
utaina (check gad 641a?Ices), Undang~undang Dasar Tallun 19+5 memang memberIkan
hawenangan legislasitidak hanya kepada DPR, melainkan juga kepada Presiden yakii
berwenang menerbitkan Peraturan pengganti undang-undang sebagaimana pasa1 22
ayat (1) menyatakan "d"torn hat 21h^,@! kgg'872tz'itgun yang mum"kid, preside?a 68that
nunet@?kan peratt, 7,731, emurz'ittoh setog@ife?tgga"tz' und@^g-undying". jika meinbara sepintas
ketentuan tersebut, terdapat frasa kata "hak' di sana yangjika ditaf^irkan secara barfiah
memberIkan kepada presiden kewenangan subjektif yang penuh untuk meritlai dan
menentukan, kap;^n presiden akan mengeluarkan perpu. Lantaran in adalah hak, inaka
presiden Iah yang berhak menentukan substansi dan waktu yang tepat untuk
mengeluarkan perpu tersebut;

2. Bahwa kewenangan Mengeluarkan perpu seiatinya adalah keniscayaan yang perlu
sebagaijalan keluar yang Iebih cepat merespon kebutuhan dilapangan. Proses legislasi
yang normal bersama DPR terkendala waktuyang lama, inaka kebutuhan realtime atas
hukum dapat di atasi dengan terbitnya perpu. Namun hal itu bukan legitimasi bagi
presiden untuk terus menerus menerbitlEan perpu dan mengabaikan hak DPR untuk
meinbentuk undang-undang sebab meskipun perubahasan undang-undang dilakukan
beTsarna, namun kewenangan asal (or^;. 2'72 91'424tftori^,,) unttik merobent11k peraturan
perundang-undangan seiatinya adalah lullik DPR. liarena itu dapat pula dikatakan
ballwa DPR adalah perubentuk hukum (undang-undang) dalain masa yang normal
(biasa), sedangkan presiden menxi}iki kewenangan legislasi namun terbatas daiam
kegentingan yangmemaksa (darurat);

8. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur batasan persyaratan
kegentingan meinaksa yang dimaksud, karena itu Mahkamah Konstitusi meIalui
beberapaputusan nya telah menentukan yurisprudensipenaf^iran kegentingan meinaksa
yang dimakslid. Diantara putusan tersebut antara lain :

. PainsanNomorZ38/PDU-I':1'112009, halaman 79me^yatakan,
Matimb@?zg bahteJa de7zg@?I demiki"?I peratz, ran parlori?zt"h fengg"?ata' I'mdamg-14?zd"?Ig
din^eri"kan q^@627" :
I. rid@^ya kead"@?z Jaz'tt, kgbz, nth"?a mendes@k arith, k nuny8Zesaz'kan masal@h firekz, in

$800r@ c, ^bat berdas@rk@?I 1473da?Ig-2472dmzg;
2. 071c{a?Ig-2473cZg?Ig ya?Ig dz'bartz, hk@?I tesebttt batttm ada $8ftz^Igg@ te;7@di kekoso?zga?I

ht, kt, ??I, dint, ada 7472d"?zg-2472d"?Ig tetqj)itzdak memada^.
3. Kekoso?Ig"?, fit, turn ters8b"t tz'of"k of a?@t dictaside7tg@?a card numbt, @t 2472da?ag-I, ?Id@?Ig

$800r@ prosedt, r 6214sa karat4 aka, I 7718?inert"hare runttt, yang 624kt, ? lama sad"?zgka"
kead@@?37a7tg nundesak terseb"tperlt, k4)astz'@?t tinti4k dire18s@z'k, 371;
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. Putt, san Mahkamah Konstit"siNomor Z-21P'UU-XL7/90J4halaman ZZ9-J20
me^yatakanr

PERPU haft^ mum?tiny@a' atzbczt prompt fin"redidte^, y@it24 "$072t@k s^ger"" wiltz, k
"zenzec"hka?I peruzas@tohaft barkt, in, Merit, rut Mahframah, PERPU z/2013 tid@k add
akabat ht, kit??and"g "softt@k SI;gera". Hat terse6t, t tar6t, kti bahte!a nestjjit, ?I PER!'U trigh
malltrdz' 072da7ag-071da?38; PERl'U tersebt, t bel"in peruaft menghasz7k@?z frodt, k ht, kz, in
qj, "?247^

Konszder@?t's (menimb"?18:1 PERPU tiltf"k mumenni?Ika?I add^ya kgs^gem@?I tersebt, A yarn,
gild .}'471g hcz?!}, a ofq?@t dztzt@si secar@ SI;g'era. Panel, 4hli s@in25@i $8k@ra?Ig bel"in kt, ?^I^,?ag
teche?tat1;,?878krz, initHakz}72 Ko?zstz'tarsit, ?tatk mengga"tz'k@?IM. aki!Mochi"r drierin of"?at
offfukik@?z, I^, stn, $8m"friar tartar"d@ karat@ ad"^y" frete?It14@?a y@?18 terdq?at darnm
PERPU. Mqjt:!is Kghor?neta?a Hatim Konstz'tarsi bel"in te. 7667ztttk chit katat!1/1/'73 te. 768ittttk
par?Itz'dak dad masal"ft mandesaky@?Ig hanrs dz^8183m'k@72;

44. Ballwaadapun dasar menimbang Perpu nomor 2 Tabun 2017 antaralain menyatakan :

a. Bahtei@ Neg"74 barkezuc^lib@?I ??zel^^dt, ?Igz' kedat, fom?I Nt;g'@74 kes"tt, @?I 7'171,246Zzk
litd0?2832/2 63rdorcrk@?I Paneasz7a dan Und@?Ig-U?Id@?Ig dczs@r Neg"in BC^51,612^
I"domes212 Taht, ?z 194.5.

Baht, !@ fern?388"r@?I terft@d@? arus dare tz;71,471 o7g'@"2:3"$2' kerna. ^)lardkata?a yang
of^^userka?I?"?2600zla of"?I 2472d"?38'-7473da?ag Das@r Negara BC^bad^k radonesztz T"fit, "
194.5 inert, p, It@?z 1876z, amit yang s@?agat tarcel" dafum pored473ga?I moral2149 baitgsg
172do?testtz tern^btzs dan lainr bel@fr@?agatin^', againa, dan keb"?agsga?2181@tar?!!^!@.
Bahte)" 073dc?Ig-2472d@?Ig No"cor 17 T@fit, ?I 2013 into?Ig 07g'@misasi kanmy@r"kata?I
nunde$@k 2473tt, k $<g. era diZ"lark@?a perub@hail karata belt, in mangatz, r serar"
torn?rehe?Is^"'maige?tai keor??I'Sa" y@?Ig barterIta?28"?a de?Iga?t P@"6123z'in dare 2472da?tg-
U?Ida?Ig 04sar N<g@r" Rg/)Ifbfik rind0?383ia T@hz, ?I 194.5 $8fri"ggtz te'o12di fretoso?ag"?I
hz, ham datam ft^!palerq?@?Isa?Itsiy@?Ig^1:2kt^I

d. Baht, I@ terd@?@t o78'tzarz^I@$2' kern@.!11"r@kamiz tarterttt! yang d@torn kt:g7'atarraya hid"k
S^7121@?I fog"?I @13"s o7;g'@"is"si kern@^>,, 27^futon $8sa, @a' dong@?a @73ggar"" dag@r
o78'a?2,949i kan^lardk@tan y"?zg ternft tefdt{fitZr da?I ternft dZ:,@hk@?z Femurz'?zt@h, dan
bahta?t $864r@I;zkti, @! techt, kti add asas o78'472i$@si tommy@r@kata?I 4273 kegz'@initi^I, 'a
y&?zg 687te?tm?Ig@?a de?Iga?I P@"6433'!" dare 073d"?38-072d@?Ig Das@r Neg"ra RE^!jablz^
171do"esz'" tofit, ?z 194.5;

Ballwa jika diteliti secara seksama, keempat poin pertimbangan di atas cenderung
tendensius dan tanpa dasar menunjuk keberadaan organisasikemasyarakatan yan tidalt
s(^jalan dengan pancasila dan DUD Tabun 19^!5. Pertimbangan denitkitan tidak dapat
dikatakan meritiliki urgensi kegentingan yang meinaksa mengingat tidalc ada ancannan
langsung yang sontak segera mengancam keberadaan pancasila dan UUD Tahun 194.5,
Atas dasar itu inaka, persoalan Iteberadaan ormas yang bertentangan dellgan pancasila
dan UUD Tabun 19415 masth dapat diselesaikan dengan regulasiyangsudah ada;

b.

C.

5,
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6. Ballwa berdasarkan salaru}I alasan hukum di atas, inaka perlerbitan perpu nomor 2
tallun 2017 tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan meinaksa sebagaimana
dimaksud pasa1 22 ayat(I) UUD Tabun 19415, sehingga cukup alasan hukuinnya antuk
dibatalkan o1eh Mallkamah.

111.2 ERASA KATA "^^inNGANUT" PASA1, 59 AYAT (^) Honor C PERPU N0 2
12017BERTENTANGANDENGANPASAL 281AYAT (1) DUD TAIIUN 194,5
I^^NAlvmNGADILIPl^N

I. Ballwa salah satu anugrah tuban yang inaha esa yang diberikan kepada inariusia adalah
kernampuan berfikir. Berfikir adalah naluriah manusia yang dengan kernampuan itulah
in bisa dibedakan dengan malt}it11k ciptaan Tuban yang lain nya. Manusia terus berfikir
dan zaruan ke zaman untuk kebaikan hidup. Buah dan pikiran-pikiran itu dapat
airasakan sekarang dimana peradaban terus bertambah maiu dan tobih balk. Talc
tenepas dan itti, kernerdekaan yang kita rasakan sekarang sebagai republik adalali buah
dart pikiran. Atas jasa pikiran dan ide-ide persatuan para founding fathers kitalah sinua
ini terwujlid, karena itu wa;jar jika kernerdekaan itu penting untuk dinndungi o1eh
sebuahnegara hukum karena disanalah segala sesuatu nyaberawaldan dimulai;

2. sebagai negara hukuin negara berkewa, jiban menjaga kepastian hukum salalisatunya
dengan menjaga segala instrumen hukum yang akan mengikat urnum adalah perturan
yang menjaTnin kepastian, keadilan dan kernanf;Iatan. Salah sat11 yang d^amin negara
datam konstitusi adalah kernerdekaan berfikir sebagaimana telah diatur dalam pasa1 28 I
ayat (1) dimana dikatakan "..,, h@k kernerdekaa?I?zkzi. ."?I dam hati 711, rain'..,@dafuft ft@k @343z
am?tarsicy@?Igtz'dak d"?@t dzkt, rangz'damm kead"@?I claptt?I';

8, Bahwa ketentuan pasa1 59 ayat (*) huruf c menyatakan "Qinza. s chi@raftg nunga?1144
ring?288mb@71gka?2, sarin file?lyebark@?a '11/1ra?I dint, fahamya?zg 687te?tin?Iga?I dealga?IP@?coast'to'I
Frasa kata "menganlit" jika diartikan secara barfiah adala}I meyakini di dalam pikiran
yang belum inuricul ke datam sebuah perbuatan konkrit. penyematan firasa kata
"menganut" dalam pasa1 59 ayat (49) hurufc tersebut menunjukkan bahwa negara telah
mehkukan pelararigan atas kebebasan berfikir. Bagi mereka yang melanggar Iarangan
kebebasan berfikir tersebut diancam dengan hukuman adjntnistratif dan pidana.
kmntnalisasi atas kernerdekaan berfikir ini bertentangan dengan hak asasi manusia.
Terlebih berfikir adalah sebuah kodrati manusia yang tidak dapat dilarang dan
dihentikan. Memerintahkan manusia untuk beThenti berfikir sama artinya dengan
mencabuthak hidup orangtersebut;

*, Bahwa triminalisasi atas pikiran inijuga bertentangan dengan asas legalitas dalam
hukmn pidaria. Bahwa hal yang bisa dindili oleh hukum pidana adalah perbuatan konkrit
yang inuricul dalam bentuk tindakan, bukan sesuatu yang ada dalam alam pikiran yang
beluin berwujud dalam tindakan. Hukuin tidak dapat menjerat pikiran karena hukum
perubuktian ti. dakmemungkinkan untuk meinbuktikai}tliduhariitu;

5. Bahwa atas dasar uralan dia tas, terbuktibahwa firasa kata "menganut" dalam pasa1 59
ayat (41) buruf c bertentangan dengan pasa1 281 ayat (1) UUD Tahun 194,5 karena itu
sudah selayaknya dibatalkan o1eh inahkamah;
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In. 2 NORMA PASAL 61 AYAT (3), PASAL 62, PASAL 80 A, DAN PASAL 82 A
PERPU N0 2 12017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL I AYAT (3) DAN
PASAL 28 D AYAT (1) LTDD TnnUN 19^5 I^ARENA unNll^^IBDLKAN
ItETIDAl{PASTIANHUKUM

I. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan aleh Pasal I ayat
(8) UUD 19415 adalah sebuah "Negara hukum". Para Penyusun UUD 194,5 menialaskan
ballwa Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (recfttsst@@t) dan
bukan berdasar atas kekuasaan belaka ("inchtsstoat). Digunakannya istitan "786hst@@f' ini
menunjukkan bahwa para Penyusun UUD 194-5 menggunakan konsep Negara hukutndi
Jerman dimasa itu. Julius Stahl, seorang aliti hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri
Negara hukum dalam konsep "rechsta@f' itu, dua diantara nya ialah "Perlindungan
terhadap hak asasi manusia" dan "peruerintahan baruslah herdasarkan atas Undang-
UndangDasar". Sementara para Penyusun UUD 19+5 tegas mengatakan bahwa}, legara
Republik Indonesia tidalaah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "machtsstaat"
yang dalam bahasa Jerman mengandung arti Negara itu d^alankan semata-mata
berdasarkan kekuasaan , bukan berdasarkan hukum;

2. Ballwa sebagai sebuah Negara hukum atau "Techstaat' mengandung implikasi bahwa
Negara baruslali maindungi halt asasi manusia warga nya dan karena itu segala
penye}enggaraan Negara haruslah didasarkan kepada undang-undang dasar
(Konstitusi). Fernyataan sebagai sebuah Negara hukum juga meinbawa konsekuensi
aparaturt. legara tidakboleh bertindak sewenang-wenangterhadap warga nya, Implikasi
tin memang tidalc dinyatakan secara eksplisit sebagai hak konstitusional warga Negara
di dalam DUD 19*5, namun berdasarkan penalaran yang logis, pernyataan sebagai
sebuah "Negara huktLm" memang meinbawa implikasi bahwa warga Negara berhak
unituk tidak diperlakukan sewenang-wenang o1eh Penyelenggara negaranya. Pada saat
yang sama juga berarti bahwa dalain 1.1egara hukum tidak boleh ada norma undang-
undang yang thrumuskan sedemikian rupa sehingga meinbuka peruang bagi
penyelenggara Negara bertindak sewenang-wenang dan diberilandasan hukum o1eh
norma undang-undang untuk meIakukan kesewenangan tersebut. Karena itu salah satu
cara untuk menghindarkan kesewenang-wenangan tersebut adalah dengan cara
menjarnin asas keadilan dan kepastian hukum telpenuhi;

s. Ballwa keadilan dan kepastian hukuni tersebut haruslali menialrim saluruh warga
Negara nya tanpa terkecualitermasuk kepada mereka yang berkumpuldalarriorganisasi
masyarakat (perk{Impulan). Negara wajib menjarriin kepastian hukum sebagaimana telah
d^antin o1eh pasa1 280 ayat (1) DUD 19+5 yang menegaskan "setiap orang berhak atas
pengakuan, jailiinan, perlindungan dan Icepastian htLkum yang adjlserta perlakuan yang
sama dihadapan hukum".

+. Bahwapasal-pasalyangdiajukan salengkapnya berbunyisebagaiberikut:

F^,^159 ^J, ^t ^)bun'"f,
077,149 of nat@?Ig manga?3244 7,187zgemb@?zgk@?I, $87t@ nunyeb@rk"?I, !Idr"?I dint, fah@in ya?ag
bermt"jig"?I derzga?I PC?I'dsil@".
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Farad. 674y"'
"Samba' Idnn}aistrat^'setogaz}?tare@ 42hmk$"d dafum pusa1 60 41^^at (:2) of 41, at bent?a ,-(")
Pear@624t@?t $247"t kgtera?ag@?a terd^it47 o13ft Matter^ dint, (6) Pearabt, to?t Status bad"?a huh, in
o18ft file"tera' yamg 7,287;)18/8?Iggar@kg?a armya?z ./)emen7zt@hare dz' 62d"?Ig fit, tarm dare ft@k as"sz'
maint, .$20 '

pasa162
(1) Feting"tore Tartar!is 586agazina"" almakst4d datam pusa1 61 q)^^@t (1) hungf' a dzberz}""

fig?!)IC I ($4tz, ) tan darnmJtr?28ka teraktt, 7 (tt^it, ^, I han keob s^71zk tangga! offterbztka"
187z?ag"tan

(12) darnm in! or"^ trait aminutt, hz}^87i"gain?a tradts datamJlz?Igka waltz, $86@gin'inane
d^fontsttd?add ,^^^at (1), Mentor^ don mmterz'yang me?^I^^4872ggar@kan uru"?1,168,726n'?, tofu?z
dr 62nd?Ig fuki, in dare hat as@$2' mon"$21z se$24az deng@?t tame?tang@?I ^y" amih!z, him?I sanksi
fengfte"tz'@?t 1<g. 21zt@?z";

^) Dafum Adj o7m@s tzdak memattthz^@"ksz'?872ghe?ata'"" kegz'atom setog"jam?34 ofzinaks"dpada
c^},@t (2) Matterz' dare Matterz' y"?Ig merry8187zggarak"?a army@?I ferneri?zt@haft ofz' 62nd?Ig
ht, kz, in dam hat as@$2' marez, $211 $832, @z' de?Iga?I frame?langa?I ^/@ mehkt4ka?z pencabt, init $247at
fretsr"?Igd?I 18rd%I?;"I' dint, 118,164bt, ton status bada?I fit, kt, "I, .

Pasa180/I.

Pangba, init status bad@?a ftt, kt, in on?I@$ $86"gaim""a dimakst, of darnm PCS@I 61 47^at (1) ht, rt{IC
dare q}^@t (3) ht, tiffb $8kal^g. t's dz'?!namka?I barb"r bard"s"rkd?I Per"fur@?a Pemerz'?amft Feingga?atz'
073d"?Ig-Ditch?zg iru".

Pasa189/I.

(1) sthtz? omitgy"ag mmJlzdi onggot@ thirdt@24 1,871gz, mm Qinzas Jong donga?I $873gqjlz don
Sec"fd kingst, ?Ig dint, tZl!tZk initgSuitg me1,718gdr lete"tara?Z Sabag@amare@ dinrukSt, d datam
149"I 59 q}, at (8) haft{fc chit han{I'd d^alla"@ dang@?z lid@"@ pay^in fall7zg singk@t 6
(andm) fuki?I dampa!273g mind I (fat^ tofu?a';'

5. Ballwa Ketentuan norma sebagaimana dimaksud Pasa1 61 Ayat (3), Pasa1 62, Pasa1 80 a,
dan Pasa1 82 a PERPU n0 2 12017 secara langsung meniadakan hak bagi organisasi
masyarakat untuk menjawab segala tuduhan pelanggaran undang-undang yang
dialamat}can kepada itya dengan cara yang adjl, fillr dan berimbang, Iteberlakuan pusal
tersebut meminigkinkan pemerintah mengambil tindakan secara sepihak tanpa perlu
meinpertimbangkan hak jawab dan ormas tertuduh. Akibatnya ketentuan inI dapat
dimanf^. atkan secara sewenang-wenang. Sebua}I organisasi masyarakat dapat kapan saia
ditudu}I menitliki kegiatan yang bertentangan dan fontas dibubarkan begitu saia o1eh
pemerintahtanpaperlu proses hukumyang adjldan finr untukitu;

6. Ballwa halt untuk diperiksa daiain sebuah proses hukum yang fair dan adjl adalah bagian
halt asasi manusia yang d^aimn dalam sebua}I Negara haltum. Penegasan akan hal itu
pertaina kan terdapat dalam regulasitentang Hak Asasi Manusia yakiii daiam pasa1 17
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasiManusia menyatakan "Setia?
Or@?38, to"1/@ dz^!trimi?3434 687h@k tintttk mum.?8701eh kg@chic?I de?Ig@?I "mugqjt, kg?I fernrohO"@?Z,
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feng, {lira?I dan 874g"to?a, bin:k: datam fort@r@ pang"a, percht@, myt!1624?z @dini?adstra$2' $87t@ chadi!i
amfukiz' proses faradzl"?a y@?Ig 6864s dare tz'dak mumih@^, $832, tzi deftgcz?I ftz, ham neara Jig?Ig
amilzmi?t ?8,718riksaa?z yang o4^att^"'o18h haltin yangji;jar don adjl anta, k ?izemper0!8h PI, t"son
y"?Ig adjld@?I bazar";

7. Ballwa serain dan pada meniadakan halt jawab yang cukup, Peruberlakukan ketentuan
Pusa1 61 Ayat (8), Pasa1 62, Pasa1 80 a, dan Pasa1 82 a PERPU 00 2 12017 inga
menimbulkan ketidakpastian hukum karena Feinerintah terah mengambil tugas hakim
dalarn mengadili perkara (menjatuhkan hukuman) dengan cara menjatuhkan hukuman
Iewatteks undang-undang.

8. Ballwa ketentuan pasa1 241 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 194,5 menyatakan
"Kekt, as"?I kernkz'"init flump"fom kekt, "$""?a j, 472g filerdek@ 1472tz, k mmye!e"gg@futon ,^tradz7"?a
87{?I@ men^gakk"?z fukim don keadz7@?I". Bahwa rungsi dan sebuah undang-undang adalah
sebagai dasar hul<urn (asas legalitas). Hukum itu sesuai dengan asas legalitas berfungsi
sebagai dasar acuan yang menetapkan hak-bak dan kewt^jiban termastik norma Iarangan
dan kebolehan untuk bertindak.

9. Ballwa norma hukum itu tidalt dapat berjalan sendiri untuk menghukum orang yang
melanggar ketentuan nya. Karena itu system peradilan menentukan bahwa hakim lab yang
diberikan kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran hukum o1eh seseorang I
badan hukuin dengan menggunakan dasar teks undang-undang tersebut;

10. Ballwa alasan hukurn lain yang meinbuat sebuah norma tidak dapat menjatuhkan vonis
dengan sendiri nya kepada subjek hukum pelanggarnya adalah karena norma hukum itu
bersifat urnum abstrak. Ia mengikat semua orang secara urnum. Sedangkan sebuah
pelanggaran hukum adalah penstiwa konkrit yang meinuat banyak unsur-unsur spesifik di
sekitar penstiwa hukum itu untuk dipertimbangkan secara komprehensif: Atas dasar itulah
system perubuktian kita memberikan unsur keyaldnan hatdm diluar dua alat bukti yang
terkunipul dalam sebuah penstiwa pidana. Dua bukti yang ada tersebut dinilai o1eh Hakim
dan manakala hakim teryakinimaka barulahvonis hukum dapatd^atuhkan;

11. Ballwa dalain serangkaian dare process 91 later yang diuraikan di atas, sang tertudu}I
dinndungi halt nya dengan asas presumption of minsecnce sehingga menxiliki kesempatan
yang cukup untuk merubela din dan bahkan diberikan halt unituk menitnta bantuan
pembela (advokat) unituk dapat meinbuktikan sebalikiiya atas tuduha yang dialamatkan
kepadanya. Bahwa segala ianxinan kepastian hukum initah yang ditiadakan o1eh
k^bad^I, ,"an Pusa1 61 Ayat (3), Pus^I 62, Pusa1 80 ^, dan Pusa1 82 ^ PERPU 00 2 12017,
Atas dasar itu inaka ketentuan pasal-pasal tersebutjelas bertentangan dengan PASa1 280
ayat (1) UUD Tabun 194,5, sehingga cukup dasar hukumnya bagi Mahkamah untuk
merobatalkan nya dan menyatal<an tidak menxilikikekuatan h11kurn mengikat
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Vl. I^SI^PDLAN

Dan oraian-uralan sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, ll, 1/1 di atas, inaka
sanipaila}I Pemohon kepada kesimpulan dan permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai
berikut:

I. Feinohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengujil. JOTma Pasa1 59
anat (*) huruf c, Pasa1 61 ayat (3), ppasa1 62, pasa1 80* Pasa1 82 A, Peraturan
Pemeririta}I Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi}{emasyarakatan
(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 138, Tambalian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6084^) Tarh@dai Pasal I ayat (3), Pasa1 22 ayat (1),
Pusa1 281 ayat (1) dan Pusa1 280 ^yat (1) U^hang - Undang D^^ar N^gar^ R^p^blik
Indonesia Tahun 194,5.

2. Berdasarkan norma yang diatur daiam Pasa1 24C ayat (1) DUD 194:^5, Pasa1 10 Ayat
(1) buruf a Undang-Undang 1.10 24 Tabun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah chuba}I dengan Undang-Undang 1.10 S Tahun 2011 Tentang
Perubalian Atas Undang-Undang 110 2+ Tahun 2003 Tentang Mahl{amah Konstitusi,
Pasa129 ayat(I) Undang~Undang I\To 4:-8 Tabun 2009 tentang Kekuasaan Itehakiman
dan Pasa1 9 Ayat (1) Undang-Undang 1'10 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Mallkamah Konstitusi herwenang untuk
memeriksa, mengadili dan meinutus permohonan ini pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya bersifatfinal;

s. Feinohon adalah perkumpulan (badan hukum prtvat) yang menxiliki hak-hak
konstitusional, balk langsung inaupun tidak langsung, yang diberikan o1eh DUD
T^hun 19^5, y^kni Pusal I ayat (8), Pus^I 22 ayat (1), Pusa1 281 ayat (1) dan Pus^I 280
ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19415. Hak-hak
konstitusional tersebut nyata-nyata tela}I dilanggar dengan berlakunya norma Pasal
59 ayat (a, ) buruf c, Pasa1 61 ayat (3), ppasa1 62, pasa1 80, Pasa1 82 A, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2018 Tentang Organisasi Kernasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 188, Tarobahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 608+). 01eh harena itu Feinohon meinpunyailegal
standing atau kedudukan hukum untukmemohonpengujian undang-undangini;

+. Berdasarkan berbagai argumentssi yuridis yang telah Feinohon kernukakan dalam
oraian-uraian dalam angka 111 chatas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma undang-
undang yang dint, ,,' d^Iam Pus^I 59 ay^t (^) bun^f. , Pus^I 61 ayat (8), ppusa1 62, pusal
80, Pasa1 82 A, Peraturan Peruerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahitn
2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Organisasi Kernasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2017
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 608+)
barterlining(z?I deftga?a Pasal I ayat (3), Pasa1 22 ayat (1), Pasa1 281 ayat (1) dan Pasal
280 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19+5.01eh
karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah lionstitusi untuk menyatakan
ballwa norma undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan UUD Th 194,5,
dan sekaligus menyatakannya tidak meinpunyaikekuatan hukumyangmengikat;

5. Untuk meroperkuat argumentasi konstitusional Pemohon, inaka aalam persidangan
seianjutiiya Pemohon akan mengajukan ahli-aliti, yang nama-namanya akan Feinohon
susulkan dalam surattersendirimelaluiKepaniteraan Mahkamah KonstitusiRl.
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un. PETITUM

Berdasarkan uralan-uralan sebagaimana telah dikem11kakan dalam keseluruhan ISI
permohonan ini, malta izinkanlah Feinohon untuk memohon kepada Ma, jelis Hakim Mahlcamah
Konstitusi meroutuskan hal-hal sebagaiberikut:

I. Menerirna dan Mengabulkan Permohonan Feinohon Seluru}Inya

2. Menyatakan pembentukanPeraturan FenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tallun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tallun 2018 Tentang Organisasi
Masyarakat tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena hertentangan
dengan Pusa1 22 Ayat (1) UUD T^hun 19^5;

Menyatakan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2017 Tentang
Perubalian Atas Undang~Undang Nomor 17 Tabun 2018 Tentang Organisasi
Masyarakattidak meinpunyaikekuatan hukum mengikat untuk seiuruhnya;

Atau setidak-tidal nya menyatakan Pasa1 59 ayat (,:^) buruf c sepanjang firasa kata
"menganut", Pasa1 61 ayat (3), pasa1 62, pasal 80, Pasa1 82 A, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang~Undang Nomor 2 Tabun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kernasyaralcatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188, Tarobahan Lembaran Negara
Republilt Indonesia Nomor 6084!) bermzt@?28@?z de?Ig"?I Pasal I ayat (8), Pasa1 22 ayat (1),
Pusa1 281 ^yat (1) dan Pusa1 280 ayat (1) Undang - Dadang D^^^^ N^gar^ R^p*, blik
Indonesia Tallun 19415;

5. Menyatakan Pasa1 59 ayat (,^^) burnfc sepanjang firasa kata "menganut", Pasa1 61 ayat
(8), pasa1 62, pasa1 80, Pasa1 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tabun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

3.

4,

2013 Tentang Organisasi Kernasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tallun 2017 Nomor 188, Tarobahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor
608*) tidalc meinpunyaikekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Memerintahkan Pemuatan putusan inI dalain benta negara daiam Benta
Negara Republik Indonesiasebagaimana mestinya
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Atau apabila Maielis Hakim Konstitusiberpendapatlain, mobon putusan yang seadil-adjlnya.

Hormat kami,

ZulkarnainYunus, S. H. , M. H,

KuasaHukumFemohon,

Prof: Dr. Yusrillhza Mahendra, S. H. , M. Sc.

Adr n a

DentAuliaAhmad S. H

ahyadi, S. 11. , M. H.

I

fano Eneilmy, S, H

Urudill S*H

-/,,- ~
Agiis Dwiwarsono, S. H. , M. H.

L

,:5^'-~

M. Iq. bai Sunnarlan Putra, S. H. , M. H.

Gugum Ridho Putt. a, S. 111. , M. H.
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EddiMul ono S. 111

RozyF nit, S, H

Muhammad D ullkram S. 1/1

Kha dli S M. H
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